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SAMPAH menjadi persoalan kru-
sial di Indonesia. Banyak daerah di
Indonesia mengalami persoalan
sampah, termasuk Daerah Istimewa
Yogyakarta. Beredarnya surat
bernomor No 658/8312 tertanggal
21 Juli 2023 yang ditandatangani
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY,
Beny Suharsono, kian menegaskan
hal itu. Surat yang tersebar melalui
media social tersebut mengabarkan
bila TPA Regional Piyungan akan
ditutup sekitar 2 bulan (23 Juli hing-
ga 5 September). Penutupan di-
lakukan berdasarkan hasil kesepa-
katan rapat dengan Sekda
Pemerintah Kabupaten Sleman,
Sekda Pemerintah Kabupaten
Bantul, dan Sekda Pemerintah Kota
Yogyakarta

Hasil rapat itu menunjuk penutup-
an TPA Piyungan dilakukan dikare-
nakan lokasi zona eksisting yang su-
dah sangat penuh dan melebihi ka-
pasitas. Pasalnya, volume timbunan
sampah didua area penampungan
yakni zona A dan zona B berada da-
lam kondisi penuh.

Masyarakat tidak memiliki banyak
pilihan. Warga DIY terutama dari
Kabupaten Sleman - Kota Yogya
dan Kabupaten Bantul memang
menumpukan sampah ke TPA
Regional Piyungan. Mengandalkan
pembuangan sebagai proses akhir
untuk semua jenis sampah, membu-
at wilayah ini sangat tergantung pa-
da daya tampung. Kapasitas tam-
pung yang 700 ton sampah pun
berkali-kali dilewati. Penutupan se-
mentara acap dilakukan.

Sejumlah upaya dilakukan peme-
rintah dan berbagai pihak guna
mengurai masalah sampah. Bahkan
terkait penutupan kali ini Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (DLHK) DIY Kuncoro
Cahyo Aji mengharapkan pemerin-
tah kabupaten Sleman, Bantul dan
Kota Yogya melakukan pemilahan
sampah dengan ketat. Setelah itu di-
lakukan optimalisasi dan pemben-
tukan bank sampah untuk meneri-
ma sampah anorganik. Juga diper-
lukan optimalisasi pengeloaan sam-
pah yang telah ada melalui tempat
pengolahan sampah reuse, reduce
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and recycle (TPS3R) hingga bank
sampah serta instalasi atau penyedi-
aan sampah skala kecil di tingkat
lokal. (KR, 23/7).

Sejatinya kampanye 3R, reuse,
reduce dan recycle telah lama di-
gaungkan. Meski belum maksimal
dilaksanakan di tingkat masyarakat,
slogan indah ini mulai dilaksanakan.
Fakta menunjukkan pemilahan
sampah berjalan maksimal di seba-
gian besar masyarakat. Namun
bank sampah yang banyak didirikan
di komunitas dengan pendanaan
dari pemerintah, swasta dan swa-
daya, menerapkan pemilihan mate-
rial sampah, sebelum mereka pilah.
Faktor utama adalah nilai ekonomis
sampah itu sendiri.

Maka perlu ada pemecahan
masalah melalui regulasi dan tentu
saja dukungan politik anggaran un-
tuk mengatasi persoalan. Gubernur
dapat mengeluarkan regulasi dalam
bentuk peraturan gubernur untuk
penggunaan larangan plastic sekali
pakai, misalnya. Seperti Bali memi-
liki Peraturan Gubernur No 97/2018
tentang Pembatasan Timbulan
Sampah Plastic Sekali Pakai. Dan
sejak 1 Juli 2019, Provinsi Bali telah
melarang kantong plastic sekali
pakai, sedotan plastic dan polistire-
na plastic (styrofoam). Meski men-
dapat tentangan dari dunia usaha
bahkan sampai Mahkamah Agung,
Pemprov Bali menang. Sehingga
memiliki kewenangan melarang
penggunaan plastic sekali pakai. Ini
banyak mengurangi sampah teruta-
ma sampah plastic.

Sampah di Yogya masih menjadi
sebuah dilemma. Karenanya kam-
panye pengurangan sampah secara
terus menerus melalui bank sampah
atau komunitas pengelola sampah
mandiri, harus terus digemakan.
Apresiasi komunitas semacam ini
dan posisikan sebagai kader ling-
kungan hidup dengan diberi fasilitas
infrastruktur yang memadai. Maka,
memperbanyak TPS3R di tingkat
kabupaten/kota sebagai bagian dari
penangan timbunan sampah harus
dilakukan. Sehingga yang diangkut
benar-benar hanya residu yang ter-
sisa. [-f
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Perlu Bank Sampah di RT/RW

BEREDARNYA informasi me-
ngenai ditutupnya TPS Piyungan,
telah berlangsung sejak Jumat.
Ada warga yang cuek, ada yang ti-
dak ngeh namun juga tidak sedikit
warga yang merasa gundah.
Pertanyaan lalu bagaimana mem-
buang sampah kita pun muncul.

Realita ini menyadarkan, perlun-
ya setiap RT/RW memiliki komuni-
tas bank sampah. Tentu diper-
lukan orang yang bersedia menja-
di relawan, mengurus masalah
tersebut. Karena bagaimanapun

juga, sampah tidak sekadar
tumpukan benda atau sisa ter-
buang, namun juga bisa menjadi
asset.

Semoga peristiwa ini akan
menggugah warga dan membuat
sebuah pendidikan bagi warga un-
tuk peduli sampah. Mungkin perlu
pelatihan lanjut untuk meng-
hadirkan bank sampah tersebut.
Sehingga reuse, reduce dan recy-
cle juga bisa dilaksanakan. O0-f

*) Novia, Randugowang
Sariharjo Ngaglik

Mengapresiasi MPLS Cegah Perundungan

MASA Pengenalan Lingkungan
Sekolah (MPLS) sudah lewat.
Banyak sekolah melaksanakan hal
tersebut tidak sekadar menge-
nalkan sekolah dalam artian fisik
dan social. Namun sekolah mulai
menggunakan MPLS ini sebagai
ajang menghindari dan menganti-
sipasi terjadinyanya perundungan,
bullying di sekolah.

Ini tentu saja patut diapresiasi.

Sekolah sebagai insititusi pemba-
ngunan karakter generasi muda
akan menjadi sangat tepat
melakukan hal itu. Selain mence-
gah terjadinya perundungan, seko-
lah hendaknya juga tidak lupa
mengedukasi para senior untuk ti-
dak menjadi pelaku perundungan.
Dengan demikian, akan terjadi ke-
seimbangan. O-f

*) Latifah, Sidoarum Godean

Darurat Pernikahan Anak di Indonesia

MENJELANG peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) 23 Juli beberapa media
memberitakan mengenai angka kasus
pernikahan dini atau pengajuan dispen-
sasi menikah. Institusi yang berwenang
mengungkap data yang terjadi di
wilayah masing-masing. Meski
Kementrian Pemberdayaan Perempuan
i Perlindungan Anak (PP-PA) bahkan
UNICEF menyebut, tren pernikahan
anak ada kecenderungan menurun, na-
mun angka pernikahan dini ini, masih
tinggi.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
praktik perkawinan anak di Indonesia
dalam catatan UNICEF mengalami
penurunan sebanyak 3,5%. Namun,
penurunan ini masih tergolong lam-
bat. Diperlukan upaya yang sistemik
dan terpadu untuk mencapai target
sebesar 8,74% pada tahun 2024 dan
menjadi 6,94% pada tahun 2030.
Akhir 2022, Kemenko PMK menye-
but, Indonesia menduduki peringat
ke-8 pernikahan anak dan ke-2 di
ASEAN dengan 9,23%.

Kongres Perempoean

Isu perkawinan anak, bukanlah
hal baru. Gaung pencegahan sudah
diserukan lewat Keputusan Kongres
Perempoean 1928 dan perubahan
UU No 1/1974 dengan UU No
16/2019 tentang Perkawinan. Tetapi
tampaknya regulasi tadi kurang
bertaji. Sekalipun dalam pasal 7 (1)
disebutkan, perkawinan hanya di-
izinkan apabila pria dan wanita su-
dah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun, namun ketentuan berikutnya
membuka peluang. Sebab di dalam ayat
(2) disebutkan, dalam hal terjadi penyim-
pangan terhadap ketentuan umur seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), orang
tua pihak pria dan [ atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan dengan alasan sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung
yang cukup.

Dispensasi menjadi celah. Secara na-
sional, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus
dispensasi dan tahun 2022 sebanyak 55

Fadmi Sustiwi

ribu. Sementara periode Januari ii Juni
tahun 2023, angka yang dikumpulkan
dari pelbagai sumber cukup membuat
miris. Dari PA Wonosari, terdapat 81 pe-
mohon dispensasi nikah. Di Wonogiri 67,
Blora (205), Demak (116). Sementara di
Bojonegoro mencapai 259, Blitar 108 dan
Lumajang 142. Mayoritas alasan menga-
jukan dispensasi adalah kehamilan tak
dikehendari (KTD) dan alasan ekonomi.
Miris! Karena sudah sejak hampir
seabad silam isu perkawinan anak di-

gaungkan, hingga sekarang kondisinya
masih sangat memrihatinkan. Padahal
dampak ikutan terjadinya pernikahan
anak sangat luar biasa : risiko kelahiran
stunting, kematian ibu melahirkan, ke-
matian bayi, kemiskinan perempuan,
perceraian, KDRT dan dampak social
lainnya. Dapat dikatakan, pernikahan
anak, bisa menjadi akar masalah pelba-
gai problema anak.

Kementrian PP-PA dalam siaran pers
Januari 2023 melihat realita ini sebagai
kedaruratan perkawinan anak di
Indonesia. Inilah ‘PR’ krusial bangsa da-
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lam menuju Indonesia Emas 2045.
Sehingga hadirnya bibit unggul dan
modal kuat untuk menyiapkan generasi
Indonesia Emas, menjadi tantangan.
Sebab pada 2045 mendatang mereka
akan menjadi penduduk unggul yang
berusia produktif dan membawa
Indonesia ke masa keemasan.
Beban

Semua ini, merupakan pekerjaan
rumah, PR’ besar Bangsa Indonesia. Dan
bukan hal mudah menghadapi tantang-
an ini. Sehingga perlu dicari langkah dan
strategi jitu melawan budaya yang
masih menganggap anak perempuan
khususnya tidak perlu belajar tinggi
karena nanti hanya kembali urusan
kasur dan dapur. Juga pandangan
banyak orangtua yang berharap anak
perempuan segera mentas agar tidak
menjadi beban keluarga.

Pernikahan anak bukan solusi na-
mun justru berpotensi menambah
angka kemiskinan perempuan serta
pelbagai dampak kesehatan dan sosial
lain. Pendidikan formal yang
memadai bisa menjadi salah satu hal
yang berperan penting. Selain mem-
perluas wawasan anak sekaligus pen-
didikan dapat mengenalkan tubuh
dan sistem reproduksi. Sehingga akan
dapat membantu membuka cakra-
wala dan meyakinkan untuk menikah
dalam usia yang tepat. Tidak kalah
penting memahamkan, menikah
bukanlah sekadar hubungan seksual
apalagi membebaskan diri dari ke-
miskinan. O-f

*) Fadmi Sustiwi, jurnalis, pemer-
hati kesetaraan sosial
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Sertifikasi Mengemudi yang Berpolemik

SEMPAT tenggelam, media kembali
diramaikan pemberitaan tentang serti-
fikat mengemudi sebagai syarat permo-
honan penerbitan Surat Izin Mengemudi
(SIM). Awalnya tidak disebutkan per-
syaratan ini untuk golongan kendaraan
tertentu. Namun selanjutnya melalui
Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik
Indonesia (Korlantas Polri) terklarifikasi
bahwa sertifikat mengemudi diperun-
tukkan bagi kendaraan roda 4 dan lebih.
Tak pelak kontroversi yang telah terinisi-
asi turut menyisakan residu. Resistensi
terlanjur terpantik dari masyarakat.
Esensi dan urgensi implementasi per-
aturan baru ini dipertanyakan.
Masyarakat tergelitik, sejauhmana kore-
lasi sertifikat mengemudi dan kesela-
matan berlalu lintas.

Dalam beberapa kesempatan sosialisa-
si, diungkap bahwa sertifikat mengemu-
di adalah bukti pemohon SIM memiliki
cukup ketrampilan mengemudi. Direk-
tur Registrasi dan Identifikasi Korlantas
Polri menguatkan dengan fakta bahwa
gagasan ini ditenggarai sikap abai penge-
mudi terhadap peraturan lalu lintas
yang berkontribusi terhadap angka kece-
lakaan. Bukan tanpa alasan. SIM
adalah dokumen resmi yang diterbitkan
Polri sebagai bukti kecakapan masyara-
kat untuk mengemudikan kendaraan
bermotor. Maka tanggung jawab sosial
turut berkorespondensi dalam kecaka-
pan yang dituntut pada masing-masing
golongan.

Proses Penerbitan

Secara umum, proses penerbitan SIM
mencakupi pemeriksaan kesehatan, tes
psikologi, ujian tertulis, serta ujian prak-
tik. Pemeriksaan kesehatan meliputi
pengecekan kesehatan fisik dan mata,
sementara tes psikologi dijabarkan da-
lam rangkaian pertanyaan terkait psikis.
Di sisi lain, ujian tertulis merepresen-
tasikan pengetahuan pemohon terhadap
peraturan lalu lintas, dan pada akhirnya
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ujian praktik menguji kecakapan menge-
mudi.

Bukan rahasia, ujian praktik mem-
bawa keresahan masyarakat. Ujian ini
dikeluhkan begitu sukar. Tidak jarang
pemohon harus mengulang berkali-kali.
Gayung bersambung. Kapolri mengin-
struksikan jajarannya untuk menge-
fisienskan proses penerbitan SIM. Secara
khusus, Kapolri mendorong agar materi
tertentu patut dievaluasi relevansinya
dalam ujian praktik. Jelas arahan agar
ujian praktik dipermudah disertai
catatan tidak mengurangi tujuan kesela-
matan yaitu menekan angka kecelakaan
melalui langkah preventif.

Dilansir dari infografis Pusat
Informasi Kriminal Nasional Polri, se-
panjang 2021 tercatat lebih dari 100 ribu
kasus kecelakaan lalu lintas dengan
lebih dari 25 ribu korban jiwa. Kerugian
materiil disinyalir melebihi Rp 240 mi-
liar. Angka kecelakaan ini relatif naik
melebihi 3% dibandingkan tahun

Perlu Didukung

Masyarakat optimis angka kecelakaan
lalu lintas dapat ditekan. Karenanya, ke-
bijakan menguji kompetensi dengan
standar yang berimplikasi ilmiah perlu
didukung. Namun, pada akhirnya setiap
kebijakan memiliki landasan filosofis
sekaligus pertanggungjawaban moral.
Perumusan kebijakan tentu dilandasi
kajian ilmiah yang relevan. Hasil imple-
mentasi kebijakan perlu menjawab tu-
juannya.

Tantangan Polri khususnya Korlantas
di masa mendatang, adalah pembuktian
kebijakan yang diterapkan memberi man-
faat esensial sesuai porsi dan peruntukan-
nya. Bukan efek samping yang justru kon-
traproduktif dan memberatkan masyara-
kat. Bagaimanapun juga, korelasi serti-
fikat mengemudi dan angka kecelakaan
akan dipertanyakan. Tentu, program ser-
tifikasi tidak perlu menimbulkan polemik
apalagi kesan mempersulit dengan ujung
praktik di bawah meja. O-f

*) Achilleus Hermawan Astyanto,
Akademisi Universitas Sanata Dharma

sebelumnya, meskipun terbilang
fluktuatif dalam kurun waktu 5
tahun terakhir. Artinya di tahun
sebelumnya pernah terjadi penu-

runan angka. lidiki lagi 2 kasus

Selanjutnya di interval Januari -- Seperti lagu, mengalir sampai
2022 hingga Mei 2022, tercatat | jauh
lebih dari 25 ribu kasus kece- ok
lakaan dengan korban meninggal TPA Piyungan ditutup hingga
mencapai 5 ribu jiwa. Wilayah September
administasi Kepolisian Daerah -- Semoga tidak memunculkan gu-
Jawa Timur, Jawa Tengah dan nungan sampah
DKI Jakarta melaporkan tiga be- ek

sar jumlah kecelakaan tertinggi.
Yang menarik, indikasi penyebab
kecelakaan didominasi faktor pe-
rilaku yang dibuktikan dengan
tabrakan depan-depan sebagai je-
nis kecelakaan terbanyak, yaitu
melebihi 3 ribu kasus.

Mafia TKD terstruktur, Kejati DIY se-

Cegah bullying, Dosen UMBY beri
edukasi siswa

-- Ajarkan juga agar tidak menjadi
pembully
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